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ABSTRAK

Untuk menjamin kepastian hukum terhadap pekerja dan buruh yang berada di
Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Daerah Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Bupati
Rokan Hulu dengan Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Melalui
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hulu.
Adapun perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan
Peraturan Bupati Rokan Hulu tersebut diatas berdasarakan Pasal 3 yaitu “peraturan
Bupati ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi pekerja di Kabupaten
Rokan Hulu melalui program JKK,JHT,JKM,JP dan JKP sehingga pekerja/buruh dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak”. Didalam peraturan Bupati diatas
untuk mewajibkan penduduk Kabupaten Rokan Hulu untuk ikut dalam program BPJS
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikurt
“ setiap peserta penerima upah dan bukan peserta bukan penerima upah wajib mengikuti
program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan™.Jenis penelitian ini digolongkan penelitian Hukum Sosiologis
(empiris).karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi
atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang
masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang
Rokan Hulu dan Ahli waris atau anak kandung almarhum. Sumber data yang digunakan
adalah data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah wawancara dan kajian kepustakaan.Kesimpulan yang bisa diperoleh dari hasil
penelitian adalah pelaksaan terhadap peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 42 Tahun
2021 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hulu, masih belum maksimal dilaksanakan
dikarenakan terjadinya wanprestasi atau ingkar janji bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
yang disebabkan terlalu ringannya sanksi yang diberikan oleh peraturan Bupati diatas.
Hambatan BPJS Ketenagakerjaan terhadap peserta yang melakukan wanprestasi, bahwa
peserta BPJS ketenagakerjaan tidak pernah memberitahukan kepada petugas BPJS
Ketenagakerjan bahwa iurannya bulanannya telah menunggak dan apabila 6 (enam) bulan
berturut — turut peserta tidak membayarkan iuran bulanannya, kepesertaannya dihapus

Secara permanen.

Kata Kunci : program dalam BPJS Ketenagakerjaan,Manfaat yang diterima,bagi peserta

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rokan Hulu.
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ABSTRACT

To guarantee legal certainty for workers and laborers in Rokan Hulu
Regency, the Regional Government of Rokan Hulu issued Rokan Hulu Regent
Regulation Number 42 of 2021 concerning Protection of Workers/Laborers
through the Employment Social Security Organizing Agency in Rokan Hulu
Regency. As for legal protection for BPJS Ketenagakerjaan participants based on
the Rokan Hulu Regent's Regulation above, it is based on Article 3 namely "This
Regent's regulation aims to realize social protection for workers in Rokan Hulu
Regency through the JKK, JHT, JKM, JP and JKP programs so that
workers/laborers can fulfill their basic necessities of life properly”. In the Regent's
regulation above to require residents of Rokan Hulu Regency to participate in the
BPJS Employment program as referred to in Article 4 paragraph (2) it reads as
follows "every participant who receives wages and non-participants who do not
receive wages is required to take part in the employment social security program
organized by BPJS Employment ”. This type of research is classified as
Sociological Legal research (empirical). because in this research the author
directly conducts research at the location or place studied in order to provide a
complete and clear picture of the problem under study. This research was
conducted at the Rokan Hulu branch of the Employment BPJS Office and the
heirs or biological children of the deceased. The data sources used are primary
data and secondary data. The data collection techniques in this study were
interviews and literature review. The conclusion that can be obtained from the
results of the research is the implementation of Rokan Hulu Regent Regulation
Number 42 of 2021 Concerning Worker/Labor Protection Through the
Employment Social Security Administrative Agency in Rokan Hulu Regency, it
has not been implemented optimally due to defaults or broken promises for
Employment BPJS Participants due to too light sanctions given by the Regent
regulations above. Obstacles to Employment BPJS for participants who default,
that BPJS Employment participants never inform BPJS Employment officers that
their monthly contributions are in arrears and if 6 (six) consecutive months the
participants do not pay their monthly contributions, their membership is
permanently deleted.

Keywords: program in Employment BPJS, benefits received, for participants of
the Rokan Hulu Branch of Employment BPJS.
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